
 

 
 

 
 

 
GUBERNUR BALI 

 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 66 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  

BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR BALI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur 
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah perlu dikelola pemanfaatannya 
secara tertib dengan memperhatikan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat; 
 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemanfaatan Barang 

Milik Daerah perlu menyusun tata cara pemanfaatan 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah Dalam Berupa Tanah dan/atau 

Bangunan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 1649); 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indoesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

 

 
 

 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indoesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Begara/Barang Milik Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016        
Nomor 547); 

 
 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA 

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH 
DAN/ATAU BANGUNAN. 

 
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Bali.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.  
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.  

4. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang. 
5. Tanah dan/atau bangunan adalah aset  barang milik 

Pemerintah Provinsi Bali. 

6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.  
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 
8. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan 
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa 

tanah dan/atau bangunan pada saat tertentu. 
 



10. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah     

Provinsi Bali.  
11. Sewa adalah pemakaian tanah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang 
tunai.  

12. Kerja Sama Pemanfaatan selanjutnya disingkat KSP 
adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak 

lain dalm jangka waktu tertentu dalam rangka 
peningkatan pendapatan daerah atau sumber 
pembiayaan lainnya. 

13. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS 
adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah 

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya 
diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau 

sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka 
waktu. 

14. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG 
adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah 

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah 
selesai pembangunannya diserahkan untuk 

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati. 

15. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya 
disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah 

dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan 
infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

16. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya 
disingkat PJPK adalah Gubernur atau badan usaha 

milik negara/badan usaha milik daerah sebagai 
penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala 

Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran daerah.  

18. Pihak lain adalah selain kementerian/lembaga dan 
Pemerintah Daerah. 

 
 

  BAB II 

PRINSIP UMUM  
 

Pasal 2 
 

  (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
Barang Milik Daerah. 

(2) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan:  

a. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan 
Gubernur untuk Barang Milik Daerah yang berada 

dalam penguasaan pengelola barang; dan 
 



b. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan 

Pengelola Barang berupa sebagian tanah dan atau 
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna 

barang. 
(3) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dilakukan 

tanpa memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Bali. 

(4) Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dapat 
dilaksanakan oleh pihak lain sepanjang tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(5) Tanah dan/atau bangunan yang merupakan objek 

retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek 
pemanfaatan. 

(6) Tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek 
pemanfaatan tidak dapat dijaminkan atau digadaikan. 

 

  Pasal 3 
 

  Bentuk pemanfaatan tanah dan/atau bangunan berupa: 
a. Sewa; 

b. KSP; 
c. BGS/BSG; dan 
d. KSPI. 

 
  BAB III 

SEWA 
 

Paragraf Kesatu 
Kriteria Sewa 

 

Pasal 4 
 

  (1) Penyewaan dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan 
pendayagunaan tanah dan/atau bangunan yang 

belum/tidak digunakan dalam pelaksanan tugas dan 
fungsi penyelengaraan pemerintahan daerah. 

(2) Mitra sewa berkewajiban membayar uang sewa selama 

jangka waktu sewa.  
(3) Tanah yang menjadi objek sewa tidak dapat 

dimohonkan Hak Guna Bangunan.  
(4) Pihak lain yang dapat menyewa tanah dan/atau 

bangunan meliputi : 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; 

c. Perseroan terbatas; 
d. lembaga/organiasasi internasional/asing; 

e. yayasan; 
f. koperasi;  

g. perseorangan; dan  
h. badan hukum lainnya. 

 

 
 

 
 



  Paragraf Kedua 

Jangka Waktu Sewa 
 

Pasal 5 
 

(1) Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat 

diperpanjang. 
(2) Jangka waktu sewa dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan 

dapat diperpanjang untuk: 

a. kerjasama infrastruktur; 
b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang 

memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun;  
c. usaha untuk kepentingan investasi; atau 

d. ditentukan lain dalam undang-undang. 
 

  Pasal 6 

 
(1) Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan 

periodesitas per tahun atau per bulan. 
(2) Jangka waktu sewa dalam rangka kerjasama infrastruktur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang    
1 (satu) kali. 

(3) Jangka waktu sewa untuk kegiatan dengan karakteristik 
usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) 

tahun sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) 
huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan kajian sewa 

yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. 
(3) Jangka waktu sewa untuk kepentingan investasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c 

ditinjau setiap 5 (lima) tahun untuk paling lama              
30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 

 
  Pasal 7 

 
(1) Penyewa mengajukan permohonan perpanjangan sewa 

tanah dan/atau bangunan kepada: 

a. Gubernur untuk tanah dan/atau bangunan yang 
berada pada pengelola barang; dan 

b. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan 
yang berada pada pengguna barang. 

(2) Jangka waktu sewa dapat diperpanjang dengan 
persetujuan: 
a. Gubernur untuk tanah dan/atau bangunan yang 

berada pada pengelola barang; dan 
b. Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan 

yang berada pada pengguna barang. 
(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling 
lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka 
waktu sewa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana 

permohonan sewa pertama kali. 
 

 
 



Pasal 8 

 
(1) Sewa berakhir apabila: 

a. berakhirnya jangka waktu sewa; 
b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang 

ditindaklajuti dengan pencabutan sewa oleh Gubernur 
atau Pengelola Barang; 

c. pencabutan persetujuan sewa dalam rangka 
pengawasan dan pengendalian; 

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyewa berkewajiban menyerahkan tanah dan/atau 
bangunan pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan 

baik dan layak secara optimal sesuai fungsi dan 
peruntukannya. 

(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara serah terima. 

(4) Pengelola barang/pengguna barang melakukan 

pengecekan guna memastikan kelaikan kondisi tanah 
dan/atau bangunan yang disewakan sebelum 

ditandatanganinya berita acara serah terima. 
(5) Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan 

setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi. 
 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelakasanaan Sewa 
 

Pasal 9 
 

(1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan yang 
disertai dengan: 
a. dokumen pendukung berupa surat pernyataan 

kesediaan calon penyewa untuk menjaga dan 
memelihara serta mengikuti ketentuan yang berlaku 

selama jangka waktu sewa; dan 
b. data tanah dan/atau bangunan yang akan dimohon 

sewa berupa gambar lokasi atau siteplan, alamat objek 
yang akan disewa dan perkiraan luas yang akan 
disewa. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
memuat :  

a. data calon penyewa; 
b. latar belakang permohonan; 

c. jangka waktu sewa; dan 
d. peruntukan sewa. 

(3) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a terdiri dari: 
a. fotokopi NPWP; 

b. fotokopi SIUP/Akta; dan 
c. fotokopi KTP. 

(4) Dalam hal calon penyewa merupakan perorangan, hanya 
dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c. 

 
 

 
 



Pasal 10 

 
(1) Pengelola barang melakukan penelitian terhadap surat 

permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 untuk menguji atas kelayakan 

penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. 
(2) Pengelola barang dapat membentuk tim untuk melakukan 

penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Untuk memperoleh nilai wajar, pengelola barang dapat 

menugaskan penilai pemerintah atau penilai publik untuk 
melakukan penilaian atas objek sewa yang akan 

disewakan. 
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diperlakukan sebagai tarif pokok sewa. 
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon penyewa 

untuk objek sewa yang sama dalam waktu bersamaan, 

dalam menentukan calon penyewa dilakukan melalui 
kontes atas pertimbangan aspek yang paling 

menguntungkan. 
(6) Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang 

mengajukan usulan permohonan sewa kepada Gubernur 
untuk mendapat persetujuan. 
 

Pasal 11 
 

(1) Pengguna barang melakukan penelitian terhadap surat 
permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 untuk menguji atas kelayakan 
penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa. 

(2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat membentuk tim untuk melakukan penelitian 
terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung.  

(3) Pengguna barang melakukan penilaian terhadap tanah 
dan/atau bangunan yang akan disewakan. 

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksankan oleh penilai Pemerintah Daerah atau penilai 
publik. 

(5) Berdasarkan hasil penelitian, pengguna barang 
mengajukan usulan permohonan sewa kepada pengelola 

barang untuk mendapat persetujuan. 
 

N     Paragraf Ketiga 
Formula tarif/Besaran sewa 

 

Pasal 12 
 

(1) Formula tarif sewa/besaran sewa  merupakan hasil 
perkalian dari:  

a. tarif pokok sewa; dan 
b. faktor penyesuai sewa. 

 

 
 

 
 



(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dibedakan untuk: 
a. berupa tanah; 

b. berupa bangunan; dan  
c. berupa tanah dan bangunan. 

 
(3) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a merupakan hasil perkalian dari: 
a. faktor variabel sewa tanah;  
b. luas tanah (Lt); dan  

c. nilai tanah (Nt). 
(4) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b merupakan hasil perkalian dari: 
a. faktor variabel sewa bangunan; 

b. luas bangunan (Lb); dan 
c. nilai bangunan (Nb). 

(5) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c merupakan hasil penambahan tarif pokok sewa 
tanah dengan tarif pokok sewa bangunan; 

(6) Besaran sewa tanah dan/atau bangunan ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

 
Pasal 13 

 

(1) Ketentuan mengenai formula tarif sewa/ besaran sewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikecualikan 

dalam hal sewa tanah yang direncanakan untuk kavling 
bagi Pegawai Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran sewa tanah yang direncanakan untuk kavling   
bagi pegawai Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.5.000 
(lima ribu) /m2/tahun. 

 
Pasal 14 

 
(1) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (3) huruf a adalah : 
a. 0,6% (nol koma enam persen) untuk lebar jalan di atas 

15 (lima belas) meter; 

b. 0,5% (nol koma lima persen) untuk lebar jalan 12 (dua 
belas) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter; 

c. 0,4% (nol koma empat persen) untuk lebar jalan              
8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter; 

d. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk lebar jalan                
4 (empat) meter sampai dengan 8 (delapan) meter; dan 

e. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk lebar jalan dibawah 

4 (empat) meter. 
(2) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12       

ayat (3) huruf b dihitung dalam meter persegi berdasarkan 
gambar situasi pada sertipikat atau peta tanah. 

(3) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12       
ayat (3) huruf c merupakan nilai wajar tanah dalam 
rupiah per meter persegi berdasarkan hasil penilaian.  

 
 

 
 



(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12       

ayat (3) huruf c selain hasil penilaian dapat juga 
menggunakan nilai zona/nilai pasar yang dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang/nilai dalam daftar inventaris 
Barang Milik Daerah/Nilai Jual Objek Pajak. 

(5) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
merupakan nilai alternatif yang digunakan menentukan 

besaran tarif sewa yang paling menguntungkan 
Pemerintah Daerah. 

  

Pasal 15 
 

(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a adalah 3,56%                  

(tiga koma lima puluh enam persen). 
(2) Luas bangunan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (4) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai 

gambar dalam meter persegi.   
(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (4) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan 
berdasarkan hasil penilaian. 

(4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (4) huruf c dapat menggunakan harga satuan 
bangunan/nilai dalam daftar inventaris Barang Milik 

Daerah. 
 

  Pasal 16 
 

(1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. jenis kegiatan usaha penyewa; 

b. bentuk kelembagaan; dan 
c. periodesitas sewa. 

(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada      
ayat (1) dihitung dalam prosentase. 

(3) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dikelompokan atas: 
a. kegiatan bisnis; 

b. kegiatan non bisnis; dan 
c. kegiatan sosial. 

 
Pasal 17 

 
(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (3) huruf a diperuntukan bagi kegiatan yang 

berorientasi untuk mencari keuntungan antara lain: 
a. perdagangan; 

b. industri; dan 
c. jasa. 

 
 
 

 
 

 
 



(2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diperuntukan bagi 
kegiatan yang menarik imbalan atas barang dan jasa yang 

diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain: 
a. penyelenggaraan pendidikan nasional; 

b. kepentingan umum yang memungut biaya dalam 
jumlah tertentu atau terdapat potinsi keuntungan baik 

materiil maupun inmateriil; 
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas 

yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi 

pengguna barang; dan 
d. kegiatan lain yang memenuhi kriteria non bisnis. 

(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (3) huruf c, diperuntukan bagi kegiatan yang 

tidak menarik imbalan atas barang atau jasa yang 
diberikan atau tidak berorientasi mencari keuntungan, 
antara lain: 

a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut 
biaya atau tidak terdapat potensi keuntungan; 

b. kegiatan sosial; 
c. kegiatan keagamaan; 

d. kegiatan kemanusiaan; 
e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan 

pemerintah; dan 

f. kegiatan lainnya yang memenuhi kreteria sosial. 
 

Pasal 18 
 

(1) Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan bisnis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a sebesar          
100 % (seratus persen). 

(2) Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan non bisnis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b 

sebesar 50 % (lima puluh persen). 
(3) Faktor penyesuai sewa untuk kegiatan Sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c sebesar            
10 % (sepuluh persen). 
 

Paragraf Keempat 
Pembayaran Sewa 

 
Pasal 19 

 
  (1) Hasil sewa tanah dan/atau bangunan merupakan 

penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetor ke 

rekening Kas Umum Daerah. 
(2) Penyetoran uang sewa paling lambat 2 (dua) hari kerja 

sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa. 
(3) Penyetoran uang sewa sebagaimana dimaksud pada       

ayat (2) dapat dilakukan dengan cara pembayaran kepada 
bendahara penerima atau menyetorkan langsung ke 
rekening Kas Umum Daerah. 

(4) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor.  

 
 



  Paragraf Kelima 

Perjanjian Sewa 
 

Pasal 20 
 

(1) Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam 
perjanjian sewa paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
c. jenis, luas, jangka waktu dan besaran sewa; 

d. peruntukan sewa, termasuk jenis kegiatan usaha; 
e. hak dan kewajiban para pihak; dan 

f. tanggungjawab biaya pemeliharaan selama jangka 
waktu sewa. 

(2) Penandatanganan perjanjian sewa ditandatangani oleh 
penyewa dan: 
a. Gubernur untuk Barang Milik Daerah yang ada pada 

pengelola barang dengan nilai sewa diatas 
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/tahun; 

b. Pengelola barang dengan nilai sewa sampai 
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/tahun atau 

Barang Milik Daerah yang ada pada pengguna barang 
dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah)/tahun; dan 

c. Pengguna Barang  dengan nilai sewa sampai dengan 
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/tahun. 

(3) Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan diatas kertas 
bermaterai. 

 
  Paragraf Keenam 

Pengakhiran Sewa 

 
Pasal 21 

 
(1) Sewa berakhir apabila: 

a. berakhirnya jangka waktu sewa; 
b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang 

ditindaklajuti dengan pencabutan persetujuan sewa 

oleh Gubernur atau pengelola barang; 
c. Gubernur atau Pengelola barang mencabut 

persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan 
pengendalian; dan 

d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 
(2) Penyewa berkewajiban menyerahkan tanah dan/atau 

bangunan pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan 

baik. 
(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam berita acara serah terima. 
(4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dilakukan 
pengecekan guna memastikan kelayakan kondisi  objek 
sewa dan semua kewajiban penyewa dipenuhi. 

 
 

 
 



BAB IV 

Kerja Sama Pemanfaatan 
 

Paragraf Kesatu 
Kriteria Kerja Sama Pemanfaatan 

 
Pasal 22 

 
(1) KSP dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka 

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dan/atau 

meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 
(2) KSP dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia dana dalam Angaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan 

dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap objek yang 
dikerjasamakan. 

(3) Pemilihan mitra KSP dilaksanakan secara terbuka, 

memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah dan 
sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta. 

(4) Penunjukan langsung mitra KSP yang bersifat khusus 
dilaksanakan oleh pengelola barang atau pengguna barang 

terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang 
memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap dan 
kontribusi pembagian keuntungan sebagai penerimaan 

daerah yang disetor langsung ke rekening Kas Umum 
Daerah. 

 
Pasal 23 

 

(1) Pengelola Barang dapat melaksanakan KSP setelah 
mendapat persetujuan Gubernur. 

(2) Pengguna Barang dapat melaksanakan KSP setelah 
mendapat persetujuan Pengelola Barang dengan 

pertimbangan Gubernur. 
(3) Selama jangka waktu kerjasama, Mitra KSP tidak dapat 

dimohonkan Hak Guna Bangunan kecuali atas ijin tertulis 

dari Gubernur. 
(4) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara;  
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan 

c. Swasta kecuali perseorangan. 
  

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu KSP 
 

Pasal 24 
 

(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak 
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 
 

 
 

 
 



(2) Dalam hal KSP dilakukan untuk penyediaan 

infrasetruktur jangka waktu KSP paling lama                   
50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani 

dan dapat diperpanjang. 
(3) Perpanjangan jangka waktu KSP dilakukan mitra KSP 

dengan cara mengajukan persetujuan permohonan 
perpanjangan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka 

waktu berakhir. 
(4) Perpanjangan jangka waktu KSP dilaksanakan dengan 

pertimbangan: 

a. sepanjang tidak menggangu pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 

b. selama pelaksanaan KSP, mitra mematuhi peraturan 
dan perjanjian. 

 
Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan KSP 

 
Pasal 25 

 
(1) KSP atas tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan 

berdasarkan: 
a. inisiatif Gubernur yang dituangkan dalam bentuk 

rekomendasi; atau 

b. permohonan pihak lain. 
(2) Inisiatif Gubernur dapat berasal dari rencana kebutuhan 

yang disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa 
pengguna barang. 

(3) Dalam pelaksanaan KSP Pengelola barang/Pengguna 
barang membentuk tim dan penilai. 

(4) Pelaksana pemilihan mitra KSP pada Pengelola 

Barang/Pengguna Barang terdiri dari Pengelola 
Barang/Penggun Barang dan Panitia pemilihan. 

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

 
Pasal 26 

 

(1) Permohonan dari pihak lain sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1) huruf b diusulkan kepada Gubernur. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 

a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan KSP; 
c. jangka waktu KSP; dan 

d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi 
pembagian keuntungan dari KSP 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilengkapi dengan : 

a. proposal rencana usaha KSP; 
b. data tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek 

KSP; 

 
 

 
 



c. data pemohon meliputi: 

1. nama; 
2. alamat; 

3. NPWP; 
4. bentuk kelembagaan; 

5. jenis kegiatan usaha; 
6. fotokopi Akta pendirian; dan 

7. fotokopi surat ijin usaha atau sejenisnya untuk 
calan mitra KSP berbentuk badan hukum/badan 
usaha. 

d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP antara 
lain: 

1. rencana tata ruang wilayah; dan 
2. siteplan. 

 
Pasal 27 

 

(1) Calon mitra KSP, dalam pemilihan Mitra KSP 
berkewajiban memenuhi persyaratan: 

a. kualifikasi administrasi meliputi; 
1. berbentuk badan hukum;  

2. memiliki NPWP; 
3. membuat surat fakta integritas; 
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta 

pendukungnya; dan  
5. memiliki domisili tetap dan alamat jelas. 

b. kualifikasi teknis meliputi: 
1. cakap menurut hukum;  

2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan 
barang/jasa pemerintah;  

3. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis 

dan manajerial; dan  
4. memiliki SDM, modal peralatan dan fasilitas lain 

yang diperlukan dalam pelaksanaan KSP 
(2) Pemilihan mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali 

yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan 
langsung. 

(3) Tahapan tender meliputi: 

a. pengumuman; 
b. pengambilan dokumen; 

c. pemasukan dokumen penawaran 
d. pembukaan dokumen; 

e. penelitian kualifikasi; 
f. pemanggilan peserta calon mitra; 
g. pelaksanaan tender; dan 

h. pengusulan calon mitra KSP 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Pasal 28 

 
(1) Panitia pemilihan Mitra KSP meyatakan tender gagal 

apabila: 
a. peserta calon mitra KSP kurang dari 3 (tiga); 

b. tidak terdapat peserta calon mitra KSP yang lulus 
kualifikasi; 

c. ditemukan bukti/indikasi persaingan tidak sehat; dan 
d. calon mitra mengundurkan diri 

(2) Dalam keadaan tender gagal, peserta calon mitra tidak 

diberikan ganti rugi. 
(3) Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila tender 

dinyatakan gagal atau peserta calon mitra yang mengikuti 
tender kurang dari 3 (tiga) peserta. 

(4) Terhadap tender ulang, panitia pemilihan segera 
melakukan pengumuman ulang di media massa nasional 
dan website Pemerintah Daerah. 

 
Pasal 29 

 
(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), peserta 
calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas          
2 (dua) orang peserta, maka panitia pemilihan 

menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 
melakukan seleksi langsung. 

(2) Seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti 

tender ulang. 
(3) Seleksi langsung terdiri atas pembukaan dokumen 

penawaran dan pengusulan calon mitra KSP kepada 

pengelola barang/pengguna barang. 
(4) Tahapan proses seleksi langsung meliputi:  

a. pengumuman; 
b. pengambilan dokumen; 

c. pemasukan dokumen penawaran 
d. pembukaan dokumen; 
e. penelitian kualifikasi; 

f. pemanggilan peserta calon mitra; 
g. pelaksanaan tender; dan 

h. pengusulan calon mitra KSP. 
 

Pasal 30 
 

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), peserta 
calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas          

1 (satu) orang peserta, maka panitia pemilihan 
menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 

melakukan penunjukan langsung. 
(2) Penunjukan langsung dilakukan dengan 1 (satu) calon 

mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 
 

 
 



(3) Proses tahapan penunjukan langsung meliputi: 

a. pengumuman; 
b. pengambilan dokumen; 

c. pemasukan dokumen penawaran; 
d. pembukaan dokumen; 

e. penelitian kualifikasi; 
f. pemanggilan peserta calon mitra; 

g. pelaksanaan tender; dan 
h. pengusulan calon mitra KSP. 

 

Paragraf Keempat 
Kontribusi tetap dan pembagian Keuntungan 

 
Pasal 31 

 
(1) Mitra KSP berkewajiban menyetorkan: 

a. kontribusi tetap; dan 

b. kontribusi pembagian keuntungan 
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setiap tahun selama jangka waktu KSP. 
 

(3) Gubernur menetapkan besaran kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada    
ayat (1). 

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh 

Gubernur  dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur. 
 

Pasal 32  

 
(1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian 

dari: 
a. besaran prosentasi kontribusi tetap; dan 

b. nilai wajar tanah dan/atau bangunan yang menjadi 
objek KSP. 

(2) Gubernur menetapkan besaran kontribusi tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari hasil 
perhitungan Tim dan/atau mempertimbangkan hasil 

penilaian. 
(3) Nilai wajar tanah dan/atau bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil 
penilaian oleh penilai Pemerintah Daerah atau penilai 
publik. 

(4) Apabila terdapat nilai tanah dan/atau bangunan berbeda 
dengan nilai wajar hasil penilaian sebagamana dimaksud 

pada ayat (3), maka yang digunakan nilai wajar hasil 
penilai oleh penilai Pemerintah Daerah atau penilai publik. 

 
 
 

 
 

 
 



Pasal 33 

 
(1) Besaran prosentase kontribusi tetap sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meningkat 
setiap tahun, berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama  

dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi. 
(2) Besaran peningkatan prosentase kontribusi tetap 

ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan 
dituangkan dalam perjanjian KSP. 

 

Pasal 34 
 

(1) Perhitungan pembagian keuntungan  dilakukan 
mempertimbangkan:  

a. nilai investasi Pemerintah Daerah didasarkan pada nilai 
wajar tanah dan atau bangunan yang menjadi objek 
KSP; 

b. nilai investasi mitra KSP didasarkan pada estimasi 
investasi dalam proposal; dan  

c. resiko yang ditanggung mitra KSP. 
(2) Gubernur menetapkan perhitungan pembagian 

keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dari 
hasil perhitungan tim berdasarkan dan/atau 
pertimbangan hasil penilaian. 

(3) Apabila mitra KSP untuk penyediaan infrastruktur 
berbentuk Badan Umum Milik Negara/Daerah, kontribusi 

tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan paling tinggi 
70% (tujuh puluh persen) dari peritungan tim KSP. 

(4) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada 
kondisi keuangan Badan Umum Milik Negara/Daerah dari 

analisis kelayakan bisnis KSP.  
 

Paragraf Kelima 
Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 

 
Pasal 35 

 

(1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama dilakukan 
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 

penandatanganan perjanjian KSP. 
(2) Pembayaran kontribusi tetap untuk tahun berikutnya 

disetor paling lambat sesuai tanggal yang ditetapkan 
dalam perjanjian sampai berakhirnya perjanjian KSP. 

(3) Pembayaran pembagian keuntungan disetor tiap tahunnya 

paling lambat dilakukan sesuai tanggal yang ditetapkan 
dalam perjanjian KSP. 

(4) Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

disetor ke rekening Kas Umum Daerah. 
(5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dibuktikan dengan bukti setor. 

 
 

 
 



Paragraf Keenam 

Perjanjian KSP 
 

Pasal 36 
 

(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP 
antara: 

a. Gubernur untuk tanah dan/atau bangunan yang ada 
pada pengelola barang; atau  

b. Pengelola Barang untuk tanah dan/atau bangunan yang 

ada pada pengguna barang dengan mitra KSP setelah 
terbitnya keputusan pelaksanaan KSP oleh Gubernur. 

(2) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak; 
c. objek KSP; 

d. hasil KSP; 
e. peruntukan KSP; 

f. jangka waktu KSP; 
g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; 

h. hak dan kewajiban para pihak; 
i. ketentuan berakhirnya KSP 
j. sanksi; dan 

k. penyelesaian perselisihan. 
(3) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. 
(4) Penandatanganan KSP dilakukan setelah mitra KSP 

menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap 
tahun pertama. 

 

 Paragraf Ketujuh 
Berakhirnya KSP 

 
Pasal 37 

 
(1) KSP berakhir dalam hal: 

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang 

dalam perjanjian; 
b. pengakhiran perjanjian sepihak oleh Gubernur atau 

pengelola barang;   
c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu KSP 
berakhir, mitra KSP harus melaporkan akan mengakhiri 
KSP. 

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
Gubernur atau Pengelola Barang meminta auditor 

independen/aparat pengawas intern pemerintah untuk 
melakukan audit atas pelaksanaan KSP. 

(4) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat 
berakhirnya jangka waktu KSP yang dituangkan dalam 
Berita Acara Serah Terima. 

 
 

 
 



 

Pasal 38 
 

(1) Pengakhiran perjanjian KSP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal: 

a. tidak membayar kontribusi tetap atau pembagian 
keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai 

perjanjian KSP; dan 
b. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sebagaimana tertuang dalam 

perjanjian KSP. 
(2) Pengakhiran secara sepihak oleh Gubernur atau Pengelola 

barang dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis 
pertama kepada mitra KSP. 

(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 
30 (tiga puluh) hari  kalender, Gubernur atau Pengelola 

Barang menerbitkan teguran kedua. 
(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 
30(tiga puluh) hari kalender, Gubernur atau Pengelola 

Barang menerbitkan teguran ketiga. 
(5) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari kalender, Gubernur atau Pengelola 
Barang menerbitkan surat pengakhiran KSP. 

(6) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada 
Gubernur atau pengelola Barang dalam jangka waktu         

30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran 
KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 

 
BAB V 

BGS/BSG 
 

Paragraf Kesatu 
Kriteria BGS/BSG 

 

Pasal 39 
 

(1) BGS/BSG dilaksanakan dengan pertimbangkan: 
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas 

bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 
pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas 
dan fungsi; dan  

b. tidak tersedianya atau tidak cukup tersedia dana 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Bali untuk penyediaan bangunan dan fasilitas 
tersebut. 

(2) Bangunan dan fasilitas yang menjadi bagian BGS/BSG 
harus dilengkapi dengan ijin mendirikan bangunan (IMB) 
atas nama Pemerintah Daerah. 

 
 

 
 



(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Gubernur. 

(4) Penerimaan hasil BGS/BSG merupakan penerimaan 
daerah yang berkewajiban disetor ke Kas Umum Daerah. 

(5) Penetapan status penggunaan sebagai hasil pelaksanaan 
BGS/BSG dilaksanakan oleh Gubernur dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat 
Daerah. 

(6) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling 

sedikit 10% (sepuluh persen)  dari hasil BGS/BSG harus 
digunakan langsung oleh pengguna barang untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. 
 

Pasal 40 
 

(1) Hasil pelaksanaan BGS/BGS sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (5) yaitu bangunan beserta 
fasilitasnya yang telah diserahkan oleh mitra setelah 

berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS 
dan setelah selesainya pembangunan untuk BSG. 

(2) Mitra BGS/BSG yang telah ditetapkan, selama jangka 
waktu pengoperasian tidak menjaminkan, menggadaikan 
atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek 

BGS/BSG dan hasil BGS.  
(3) Objek BGS/BSG meliputi Barang Milik Daerah berupa 

tanah yang berada pada pengelola barang atau pengguna 
barang. 

(4) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG yaitu pengelola 
barang. 

(5) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara;   
b. Badan Usaha Milik Daerah;   

c. Swasta kecuali perseorangan; dan/atau 
d. Badan hukum lainnya 

  
Paragraf Kedua 

Jangka Waktu BGS/BSG 

 
Pasal 41 

 
Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun 

sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat diperpanjang. 
 

Paragraf Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan KSP 
 

Pasal 42 
 

(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilaksanakan melalui tender. 
 
 

 
 

 
 



(2) BGS/BSG dapat dilakukan berdasarkan: 

a. inisiatif Gubernur yang dituangkan dalam bentuk 
rekomendasi atau 

b.   permohonan pihak lain; 
(3) Inisiatif Gubernur dapat berasal dari rencana kebutuhan 

yang disampaikan oleh Pengguna Barang. 
(4) Dalam pelaksanaan BGS/BSG Pengelola barang dapat 

membentuk tim pemilihan.  
(5) Tim pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 
Pasal 43 

 
(1) Permohonan dari pihak lain sebagimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Gubernur.  
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. latar belakang permohonan;  
b. rencana peruntukan BGS/BSG; 

c. jangka waktu BGS/BSG; dan  
d. usulan besaran kontribusi tetap dan kontribusi 

pembagian keuntungan dari BGS/BSG. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilengkapi dengan : 

a. proposal rencana BGS/BSG; 
b. data tanah  yang menjadi objek BGS/BSG;  

c. data pemohon meliputi: 
1. nama; 

2. alamat; 
3. NPWP 
4. bentuk kelembagaan; 

5. jenis kegiatan usaha; 
6. fotokopi Akta pendirian; dan 

7. fotokopi surat ijin usaha atau sejenisnya untuk 
calon mitra BGS/BSG berbentuk badan 

hukum/badan usaha. 
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG 

antara lain: 

1. rencana tata ruang wilayah; dan 
2. siteplan  

 
Pasal 44 

 
(1) Dalam pemilihan Mitra BGS/BSG, calon mitra BSG/BSG 

berkewajiban memenuhi persyaratan: 

a. kualifikasi administrasi meliputi; 
1. berbentuk badan hukum;  

2. memiliki NPWP; 
3. membuat surat fakta integritas; 

4. menyampaikan dokumen penawaran beserta 
pendukungnya; dan 

5. memiliki domisili tetap dan alamat jelas. 

 
 

 
 



b. kualifikasi teknis meliputi: 

1. cakap menurut hukum;  
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan 

barang/jasa pemerintah;  
3. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis 

dan manajerial; dan  
4. memiliki SDM, modal peralatan dan fasilitas lain 

yang diperlukan dalam pelaksanaan BGS/BSG. 
(2) Tahapan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (1) meliputi: 

a. pengumuman; 
b. pengambilan dokumen; 

c. pemasukan dokumen penawaran; 
d. pembukaan dokumen;  

e. penelitian kualifikasi; 
f. pemanggilan peserta calon mitra; 
g. pelaksanaan tender; dan  

h. pengusulan calon mitra BGS/BSG 
 

Pasal 45 
 

(1) Panitia pemilihan Mitra BGS/BSG meyatakan tender gagal 
apabila: 
a. peserta calon mitra BGS/BSG kurang dari 3 (tiga); 

b. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus 
kualifikasi; 

c. ditemukan bukti/indikasi persaingan tidak sehat; dan 
d. calon mitra mengundurkan diri. 

(2) Apabila tender gagal, peserta calon mitra tidak diberikan 
ganti rugi.  

(3) Panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang 

di media massa nasional dan website Pemerintah Daerah, 
terhadap tender ulang. 

(4) Dalam tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses 

dilanjutkan dengan mekanisme tender. 
 

Pasal 46 

 
(1) Dalam tender ulang, peserta calon mitra yang mengikuti 

terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan 
menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 

melakukan seleksi langsung. 
(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra 

yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 
(3) Seleksi langsung terdiri atas pembukaan dokumen 

penawaran, negosiasi dan pengusulan calon mitra 
BGS/BSG kepada pengelola barang/pengguna barang. 

(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti 
halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam     
Pasal 44 ayat (2). 

 
 

 
 



Pasal 47 

 
(1) Dalam hal  setelah dilakukan pengumuman ulang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), peserta 
calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri atas          

1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan 
tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan 

penunjukan langsung. 
(2) Penunjukan langsung dilakukan dengan 1 (satu) calon 

mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 
(3) Proses tahapan penunjukan langsung dilakukan seperti 

halnya proses tender sebagaimana dimaksud dalam    
Pasal 44 ayat (2). 

 
Paragraf Keempat 

Kontribusi Tahunan 

 
Pasal 48 

 
(1) Mitra BGS/BSG berkewajiban menyetorkan kontribusi 

tahunan yang disetor langsung ke kas umum daerah 
sebagai penerimaan daerah. 

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setiap tahun selama jangka waktu BGS/BSG. 
(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dari hasil 

perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur  dan/atau 
mempertimbangkan hasil penilaian. 

(4) Besaran kontribusi tahunan dapat meningkat setiap 
tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

 
Pasal 49 

 
(1) Perhitungan kontribusi tahunan merupakan hasil 

perkalian dari besaran prosentase kontribusi tahunan 
dengan nilai wajar tanah yang menjadi objek BGS/BSD. 

(2) Nilai wajar tanah dan/atau bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil 
penilaian oleh penilai Pemerintah Daerah atau penilai 

publik. 
(3) Apabila hal usulan besaran kontribusi tahunan yang 

diajukan oleh calon mitra lebih besar dari perhitungan 
yang dilakukan penilai, besaran kontribusi tahunan yang 
ditetapkan dalam persetujuan dan dituangkan dalam 

perjanjian adalah usulan besaran kontribusi dari calon 
mitra. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Paragraf Kelima 

Pembayaran Kontribusi Tahunan 
 

Pasal 50 
 

(1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama dilakukan paling 
lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan 

perjanjian BGS/BSG ke rekening Kas Umum Daerah. 
(2) Pembayaran kontribusi tahunan untuk tahun berikutnya 

disetor paling lambat sesuai tanggal yang ditetapkan 

dalam perjanjian sampai berakhirnya perjanjian 
BGS/BSG. 

(3) Pembayaran kontribusi tahunan dibuktikan dengan bukti 
setor. 

 
Paragraf Keenam 

Perjanjian BGS/BSG 

 
Pasal 51 

 
(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian yang 

ditandatangani antara Gubernur dengan mitra BGS/BSG. 
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak; 

c. objek BGS/BSG; 
d. hasil BGS/BSG; 

e. peruntukan BGS/BSG; 
f. jangka waktu BGS/BSG; 
g. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan; 

h. hak dan kewajiban para pihak; 
i. ketentuan berakhirnya BGS/BSG; 

j. sanksi; dan 
k. penyelesaian perselisihan. 

(3) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. 

(4) Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah mitra 

BGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran 
kontribusi tetap pertama. 

 
Paragraf Ketujuh 

Berakhirnya BGS/BSG 
 

Pasal 52 

 
(1) BGS/BSG berakhir dalam hal: 

a. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana 
tertuang dalam perjanjian;  

b. pengakhiran perjanjian sepihak oleh Gubernur atau 
pengelola barang;  dan 

c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
 

 
 



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Gubernur atau Pengelola Barang meminta auditor 
independen/aparat pengawas intern Pemerintah Daerah 

untuk melakukan audit atas pelaksanaan BGS/BSG. 
(3) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat 

pada saat berakhirnya jangka waktu BGS/BSG yang 
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. 

 
Pasal 53 

 

(1) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada   
Pasal 52 ayat (1) huruf dapat dilakukan dalam hal: 

a. terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak      
3 (tiga) kali berturut-turut; 

b. tidak membayar kontribusi tahunan selama 3 (tiga) 
kali berturut-turut;  

c. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan 

dan/atau tidak menyelesaikan pembangunan 
sebagaimana tertuang dalam perjanjian kecuali dalam 

keadaan force majeure. 
(2) Pengakhiran secara sepihak oleh Gubernur dilaksanakan 

dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada 
mitra BGS/BSG. 

(3) Apabila mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 
30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya teguran 

pertama, Gubernur menerbitkan teguran kedua. 
(4) Apabila mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran 

kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Gubernur 
menerbitkan teguran ketiga. 

(5) Apabila mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran 
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Gubernur 
menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG; 

(6) Mitra KSP harus menyerahkan objek BGS/BSG kepada 
Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5). 
 

 
BAB VI 

KSPI 
 

Paragraf Kesatu 

Kriteria KSPI 
 

Pasal 54 
 

(1) KSPI dilakukan dengan pertimbangan: 
a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau 

penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan 

fungsi pemerintahan; 
 

 
 



b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Bali untuk penyediaan infrastruktur; dan 

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan 
infrastuktur yang ditetapkan Pemerintah Daerah.  

(2) Jenis infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas 
pogram penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pihak yang dapat melakasanakan KSPI adalah Pengelola 

Barang atau Pengguna Barang 
(4) KSPI dilakukan antara Pemerintah Daerah dan badan 

usaha yang berbentuk: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Perseroan Terbatas; dan 
d. Koperasi. 

(5) PJPK merupakan pihak yang ditunjuk dan/atau 
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama 

Pemerintah Daerah dengan badan usaha dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Paragraf Kedua 

Jangka Waktu KSPI 
 

Pasal 55 
 

(1) Gubernur menetapkan jangka waktu KSPI. 
(2) Jangka waktu KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat 

diperpanjang. 
(3) Jangka waktu KSPI dan Perpanjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian. 
(4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi government 
force majure seperti dampak kebijakan Pemerintah Daerah 

yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, 
sosial dan keamanan.  

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) diajukan paling lama 6 (enam) bulan setelah 
government force majure. 

 
 

Paragraf Ketiga 
Tata Cara KSPI 

 

Pasal 56 
 

(1) KSPI dilakukan berdasarkan permohonan yang 
disampaikan secara tertulis kepada Gubernur. 

 
 
 

 
 



(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya memuat data dan informasi 
mengenai: 

a. identitas PJPK, termasuk dasar penunjukan; 
b. latar belakang permohonan; 

c. rencana peruntukan KSPI; 
d. jangka waktu; dan 

e. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilengkapi dokumen pendukung berupa: 

a. proposal pra studi kelayakan; 
b. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK;dan 

c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Dinas 
terkait/Kementrian dan/atau lembaga sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4) Apabila hasil penelitian administrasi dapat dilakukan 

KSPI, Gubernur membentuk Tim dan menugaskan penilai 

untuk melakukan penilaian guna mengetahui nilai wajar. 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur. 
 

 
Pasal 57 

 

(1) Gubernur menyerahkan objek KSPI kepada PJPK. 
(2) PJPK menetapkan mitra KSPI berdasarkan tender sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang 
kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. 

(3) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK kepada 
Gubernur paling lama 1 (satu) tahun setelah tangal 
ditetapkan. 

(4) Perjanjian KSPI ditandatangani antara PJPK dengan mitra 
KSPI yang ditetapkan melalui tender. 

(5) Penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama           
2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya 

keputusan KSPI.  
 

Paragraf Keempat 

Hasil KSPI 
 

Pasal 58 
 

(1) Hasil KSPI terdiri dari: 
a. barang berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang 

dibangun oleh mitra; dan 

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh 
yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai. 

(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan 

daerah yang disetor langsung ke Kas Umum Daearah. 
(3) Formulasi dan/atau besaran pembagian keuntungan 

ditetapkan oleh  Gubernur. 

 
 

 
 



(4) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan 

sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan 
pertimbangan hasil kajian dari tim KSPI yang dibentuk 

oleh Gubernur. 
(5) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
mempertimbangkan antara lain: 

a. nilai investasi pemerintah daeah; 
b. nilai investasi mitra KSPI; 
c. resiko yang ditanggung mitra KSPI; dan 

d. karakteristik infrastruktur. 
 

Pasal 59 
 

(1) Pembagian kelebihan keuntungan disetor ke rekening Kas 
Umum Daerah paling lambat tanggal 31 maret. 

(2) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan 

keuntungan pada tahun terakhir jangka waktu perjanjian 
disetor oleh mitra ke kas Umum Daerah paling lambat 10 

(sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu 
perjanjian. 

(3) Bagian pemerintah daerah pada ayat (2) disetor oleh mitra 
KSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang 
diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian 

dimulai. 
 

Paragraf Kelima 
Perjanjian KSPI 

 
Pasal 60 

 

(1) Perjanjian KSPI sekurang-kurangnya memuat: 
a. dasar perjanjian; 

b. identitas para pihak; 
c. tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek KSPI; 

d. perutukan pemanfaatan; 
e. hak dan kewajiban; 
f. jangka waktu pemanfaatan; 

g. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran; 
h. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian; 

i. sanksi; dan 
j. penyelesaian perselisihan. 

(2) Perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Paragraf Keenam 

Berakhirnya Perjanjian KSPI 
 

Pasal 61 
 

(1) KSPI berakhir dalam hal: 
a. berakhirnya jangka waktu KSPI; 

b. pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Gubernur; 
atau 

c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pengakhiran secara sepihak oleh Gubernur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b  dapat dilakukan dalam 
hal mitra KSPI: 

a. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan 
yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai; atau 

b. tidak memenuhi kewajiban selain dimaksud dalam 

huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 
(3) Pengakhiran secara sepihak oleh Gubernur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diawali dengan: 
a. penerbitan teguran tertulis kapra mitra KSPI; 

b. apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran 
pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan, 

Gubernur menerbitkan surat teguran kedua. 
c. apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan, Gubernur 

menerbitkan surat teguran ketiga; 
d. apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga 

sebagaimana dimaksud dalam huruf c dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan, Gubernur 
menerbitkan surat surat pengakhiran KSPI; 

e. surat teguran dimaksud dalam huruf a, huruf b dan 
huruf c serta surat pengakhiran sebagaimana 

dimaksud dalam huruf d ditembuskan kepada PJPK. 
(4) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI  

paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya 

perjanjian kepada PJPK yang dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 62 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
   

   
   

 

  Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 27 Nopember 2017 

 
GUBERNUR BALI, 
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